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ABSTRAK

Penegakan Hukum Pidana Berlayar (Pelayaran) Tanpa lzin dalam pasal

Pasal 219 ayat (1), yang sanksinya terdapat pada pasal 323 ayat (1) undang-undang

Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, bahwa bunyi Pasal 219 ayat (1) Undang-

Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah “Setiap Kapal yang Berlayar wajib

memiliki Surat Persgifijuan Berlayar yang dlkel afkan oleh Syahbandar” Bahwa
- (]

00 (enam ratus
rsebut dibidang

diberikan ﬂ? fioga tindak pidana

pelayaran hukum dan pada
akhirnya d - m pungutan negara
sesuai deng G ano 3 A Q081 tentang Pelayaran

penerapan hukum
F'Sufét persetujuan dari
5US/2020/PN Thk)
adap tindak pidana

ationa . 08 e gkan sifatnya adalah
deskriptif yailll o€ ! jue : ambaran yang jelas dan

konkrit

ang Penegakan Hukum
Pidana Berlayara Sura [ Syahbandar Di Wilayah
Hukum Pengadila ’ e elis hakim menjatuhkan
pidana kepada Para ; : asing-masing selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bu Rp. 100.000.000,-(Seratus juta

diganti dengan pidana kurungan iga) bulan. Ini terjadinya tindak pidana
Pelayaran ini dengan kurangnya kesadaran diri masyarakat karena dengan berlayar
tanpa izin dapat membahayakan diri dan membuat negara mengalami kerugian.

Kata Kunci : Pelayaran, Tindak Pidana, Tanpa izin
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ABSTRAK

The enforcement of the Criminal Law of Sailing (Sailing) Without
Permission in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, has clearly prohibited
all forms of activity, especially not having a sailing approval letter. The crime of
shipping is a crime that has a criminal sanction of fines and imprisonment in

shipping a

crimes tor obeyed by

’ hey can have a
éﬁ ated any more
fit B that state levies

to the crime of
sailing withge bormaster in the
jurisdiction @fge
Typesd

namely by gﬂ

vational research,
ely research that

ted regarding the
Bermit and Letter of
Court (case study

number 116 ges sentenced the

Defendants a sentence on the
Defendant, th ! 0 b (six) months and a
fine of Rp. 10 Ire prefided that if the fine is
not paid by the D aaent for 3 (three) months.
Barriers to the oGEMEE pcreasing public awareness
because sailing wi < o small amount of losses
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara indonesia memiliki bentuk kepulauan, dimana kapal laut memiliki peran
nasional termasuk untuk

yang amat penting transportasi pada pela

tuk menangkap

donesia, meliputi

kawasan pe Jepgan daerah lainnya,
berbagai k gnangkap ikan serta
dilaksanakafiiyg te erti ) he : pangkutan diatas yang

Direktorat Jenderal

h Syahbandar.

Akaa

an kapal, disamping

melengkapi berbagai syarat sepe apal, perlindungan polusi lautan dari
kapal, batas muatan, pengawakan, polusi, keselamatan penumpang serta ketentraman
awak kapal, kedudukan kapal menurut hukum, pengelolaan keamanan serta

keselamatan kapal bilamana berlayar diperairan khusus. Demi menjaga keselamatan

kapal maka dilakukan pengontrolan mulai dari kapal dirancang bangun, dibuat,



hingga kapal sudah tidak dipakai kembali. Pemantauan tersebut dijalankan oleh
pemerintah, dimana pejabat berwenang yang telah ditunjuk memiliki kewenangan
penuh untuk melakukan serta melaksanakan pemantauan terhadap pemenuhan

ketetapan peraturan perundang-undangan tersebut guna melindungi keamanan serta
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yakni keselamatan kapal. Keselamatarm kapal merupakan kondisi kapal yang sudah
mencukupi kualifikasi konstruksi, peralatan, stabilitas, ruangan Kkelistrikan serta
permesinan, tata rangkaian dan perlengkapan mencakup elektronik kapal,

perlengkapan alat penolong serta radio, yang diyakinkan dengan sertifikat pasca
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dilaksanakan pengujian serta pemantauan oleh Surveyor, dan pada pelaksanaannya
dijalankan oleh Marine Inspector.
Pada memorandum Kkesepakatan tersebut berbagai pihak setuju untuk

melimpahkan kewenangan guna mengeluarkan surat izin untuk berlayar yang disebut

1K kapal )@ gkap ikan yang dalam
H%m\“‘ .0 ikian, dalam
di pelabuhan
Relaiklautan kapal,
Departemen

impahkan kepada

elola teknis dalam

Indonesia. Mengacu pada
pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis berminat untuk menyusun karya
tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul: PENEGAKAN HUKUM
PIDANA BERLAYAR TANPA IZIN DAN SURAT PERSETUJUAN DARI
SYAHBANDAR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG

BALAI KARIMUN (116/pid.sus/2020/PN Tbk)
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B. Rumusan Masalah
Dari uraikan penulis mengidentifikasi masalah utama penelitian, yakni sebagai
berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana berlayar tanpa izin dan

020/PN Tbk)?

‘E‘A“‘ .$& la tindak pidana

<
ber
C. a z' |
1. ; surat persetujuan
S d-’ ng balai karimun
&
2. " c akan hukum pada
e
anz ar (SPB)

A )

1. anulis elitian i ofikan manfaat dalam

Untuk memberikan pemahaman™ apa saja kendala serta hambatan dalam
penegakan hukum pada tindak pidana berlayar tanpa izin dan surat persetujuan
berlayar apa saja yang dibutuhkan dalam penerbitan Surat persetujuan berlayar

Studi Kasus Perkara (Nomor 116/pid.sus/2020/PN Thk)
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3. Bagi aktivitas di lingkungan UIR penelitian ini dapat bermanfaat untuk materi
bacaan perpustakaan serta menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya

untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.

D. Tinjauan Pustaka

omponen yang

1983, p. 15):

mempunyai berbagai pandangan yang berbeda (dibuang, ditikam, dibakar, dll)
sebelum mengecek berkas terkait perkara pembunuhan itu. Maknanya, hukum
mempunyai cakupan yang amat luas bagi setiap individu, bergantung pada cara

seseorang itu dalam menanggai hukuman yang dilaluinya.
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Berdasarkan berbagai definisi tersebut mampu ditarik kesimpulan jika hukum
ialah sebuah aturan secara tertulis yang disusun oleh yang berkuasa dan memiliki

sifat mengikat untuk bisa mengontrol kehidupan yang aman diantara rakyat.

Munculnya hukum disebabkan adanya sumber, yang mana sumber hukum

dijaga oleh pejabat negara. Undang-undang mempunyai dua makna, yakni:

- Undang-Undang dalam makna materiil merupakan tiap ketetapan pemerintah

berdasarkan isinya memaksa langsung bagi semua warga negara.
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- Undang-Undang dalam makna formil merupakan tiap ketetapan pemerintah
yang disebut undang-undang dikarenakan cara terbentuknya serta memenuhi
prosedur formal untuk disebut undang-undang, contohnya disusun oleh

pemerintah dan parlemen.

3> Ketetapan fiak yurispru : : ulu yang kerap

diteladani ¢

4> Traktat mertipdKan 2 ore yang Jhasi ‘ qq ﬁ' sensus) mengenai
suatu hal lalufkedtiasOre , : atar ﬂ’ | keduanya saling

Vel

5> Pemikiran sarja epalijuga & gan serta berdampak
pada hakum dald » ‘&) : si nampak jka hakim
kerap bertumpu deng 3 n@n_.‘r para sarjana hukum yang

tersohor.

Hukum memiliki pembagian sama rata, pada tiap masyarakat dimuka bumi
tentu ada seseorang yang amat primitif maupun amat modern yang pastinya

mempunyai hukum. Hukum tak dapat dipisahkan bersama masyarakat namun
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hukum mempunyai ikatan yang timbal balik dengan masyarakat (Barkatullah, 2007,

p. 39).

Hukum mempunyai sejumlah variasi untuk bisa membedakannya serta mudah

dimengerti, yaitu:

)
»

pedoman dalam

AAsNY)

positif secara

Hukum yang sudah disust ai fungsi untuk menunjang peranan
berlakunya undang-undang tersebut pada masyarakat, sebagaimana penerbitan
peraturan, penyelesaian konflik serta lainnya hingga mampu membimbing
masyarakat berkembang. Secara umum fungsi hukum memiliki tiga tahapan, yakni

(Dirdjosisworo, 2007, p. 154):
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1. Hukum berfungsi sebagai alat keseimbangan masyarakat. Hal ini dikuatkan
sebab watak serta sifat hukum yang memberikan petunjuk serta panduan

terkait bagaimana bersikap di tengah masyarakat. Memperlihatkan mana yang

baik serta buruk lewat berbagai kebiasaannya.

sebagai alat

itu masyarakat terorganisir mempunyal pemikiran yang baku serta banyak persiapan
yang terencana (Johnson, 2004, p. 194). Penegakan hukum bersumber dari
masyarakat serta bermaksud untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Sehingga,

dilihat dari arah khusus, maka bisa mengontrol ketaatan hukum yang diketahui. Pada
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spesifikasinya masyarakat indonesia memiliki berbagai pandangan khusus tentang

hukum.

Dari sejumlah definisi yang dikemukakan terhadap hukum, ada kecondongan

yang besar kepada masyarakat, untuk mendefinisikan hukum dan justru

mengenalinya bersamg Fug DG ‘ . ditegakkan secara

lebih lanjut pada falsafah politik yang mana memuat gagasan mengenai

kebenaran serta keadilan pada masyarakat hukum yang bersangkutan.

3. Faktor Dan Sarana Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas ataupun sarana khusus, maka penegakan hukum tak

mungkin akan berjalan dengan lancar. Fasilitas tersebut meliputi organisasi yang

10
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baik, finansial yang cukup, peralatan yang layak, tenaga manusia terampil serta
berpendidikan dan lainnya. Apabila berbagai hal tersebut tak terpenuhi, akan
berdampak pada pencapaian tujuan hukum yang tak dapat dicapai. Sebuah problem

yang erat kaitannya dengan fasilitas serta sarana yakni perihal sanksi negatif yang

berlangsung efekti pun tidak 1 ai.beb : ka0 Khusus.

emiliki efek
yang me ', udah diputusi
hukuman Kare l_ﬂ’ ang cukup berat

ataupun di ‘ = ak A tuk mengontrol
Iis maupun biaya

lebih diper - srapan, berbac I S pal ini berpedoman

berbagai pr ; :
4 . Faktor Pe 'p
Terdapat B '

menyokong serta '@ ‘
sebuah hukum mampu be 3 ials ar. Berikut antara lain:

1. Pejabat Kepolisian

POLRI ialah instansi yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.
POLRI senantiasa berhubungan dengan pemerintahan sebab fungsi pemerintahan

salah satunya ialah menjaga ketertiban serta kedamaian, melayani publik serta

11
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penegakan hukum. Akan tetapi polisi serta POLRI tersebut berbeda, polisi
merupakan anggota dari kesatuan POLRI serta sebagai pranata umum sipil yang
mengelola peraturan serta hukum. Dipengadilan, polisi dapat berperan menjadi

penyidik yang bertugas melakukan pencarian informasi dari sejumlah sumber baik

&i\t\

Ikut serta didalam T

h. Menjaga ketentraman serta memberikan jaminan kedamaian public
I. Melaksanakan kerjasama, pemantauan, serta pembinaan teknis
pada penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian khusus, serta berbagai

bentuk pengamanan swakarsa;

12
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J.  Melaksanakan penyidikan serta penyelidikan atas segala tindak pidana
yang disesuaikan dengan hukum acara pidana serta UU yang lain
k. Menjamin keselamatan, rakyat, daerah serta harta benda dari bencana

meliputi pemberian pertolongan dengan mengedepankan HAM

ang bersifat sementara,

—
) ) .@@

Sadjijono befpafts ahwa ' petligas penegak

hukum polisifia jetahui berbagai asas I ite agai bahan

yang terjadi ekSE¥Eebab belum tercantum

dalam hukum
mengatur penjagaan swakarsa untuk menghasilkan hukum kuat di masyarakat;

4. Asas Preventif, tetap memprioritaskan perilaku penangkalan ketimbang

menindak masyarakat;

13
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5. Asas Subsidaritas, melaksanakan tugas instansi lain supaya tak memunculkan
persoalan yang makin besar sebelum ditangani oleh institusi yang ahli dalam

bidangnya

2 . Jaksa

Undang-U er lain r as @fyevwan pemerintah
yang mengemipé as dalam menge jugatan di dalam
proses pen
perdata sert: {at: a negara dise < enang serta tugas
jaksa dalam ) pida I' Q 30), yang intinya

menjelaskan !

lepas bersyarat serta putusan pidana pengawasan;

d. Memenuhi berkas perkara khusus

14
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Sementara itu dalam bidang, tata usaha negara, hukum perdata, kejaksaan
dengan wewenang tertentu mampu bertugas baik didalam ataupun diluar pengadilan

dan dengan nama pemerintah ataupun negara.

Selain dari bidang perdata serta pidana, terdapat svewenang serta tugas lainnya

asyarakat serta

tanggung jawab T 3 wkum data, pidana serta tata

usaha negara.

3. Hakim

Hakim merupakan hakim agung serta hakim untuk badan peradilan di
seluruh wilayah peradilan yang berada dibawah MA serta hakim mahkamah

(Undang- Undang). Selanjutnya definisi hakim ialah elemen dari sebuah badan
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pengadilan yang dinilai paham terhadap hukum yang kemudian diberi tanggung
jawab dan kewajiban agar keadilan serta hukum wajib ditegakkan. Seorang hakim
wajib menegakkan keadilan melalui aturan tertulis ataupun tidak tertulis (hakim

dilarang menolak sebuah perkara dengan dalih hukum tersebut tidak jelas ataupun

tak ada) serta s, serta asas peradilan

S LLEESE DT

ebagai pemberi
profesi luhur

(officium - ha ) es Peradilan dituntut

mengembangk - alam mene Lséfa keadilan untuk

rakyat (Sid

dalam dua kelompok yakni pidana a pidana tambahan. Melihat dari Pasal
10 KUHP yang intinya memaparkan terkait berbagai macam bentuk pidana pokok
serta pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana kurungan, pidana

penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana mati, pidana denda

dan pidana tutupan. Seemntara itu pidana tambahan berisi penarikan berbagai hak
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khusus, penyitaan berbagai barang khusus serta pemberitahuan putusan hakim.
Pidana yang kerap kali ditetapkan ialah pidana perampasan hak kemerdekaan yakni
kurungan serta pidana penjara. Sementara itu pidana denda jarang dipakai, namun

pidana ini kerap kali diancamkan untuk alternatif yaitu hukuman kurungan saja

Ragai kejahatan lainnya

n\\‘ '9@ 50

gihgkas mengenai
fakta dan pemeriksaan di

sidang yan

kenyatannya ialah melayani pull f#ang hukum. Dengan demikian seorang
hakim dituntut mempunyai moralitas serta tanggung jawab yang amat tinggi.

Adapun tugas pokok seorang hakim, yakni:

a. Menerima, memverifikasi, serta memutus persoalan yang diputuskan oleh Ketua

Pengadilan yang sudah diberikan jadwal pada court calendar;
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b. Melakukan peran monitoring atas apa yang sudah diberikan oleh Ketua

Pengadilan Negeri maupun Wakil ataupun berbagai penugasan lainnya yang

sudah diputuskan didalam proker tambagan;

c. Melakukan mediasi berlandaskan penunjukan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua

kepada pegawai
m serta juru sita)

enyusun renstra,

E. Konsep Operasional

1. Penegakan hukum pidana berlayar adalah penegakan hukum harus jelas khusus
di laut sudah diatur oleh UNCLOS atau konvensi hukum laut internasional dan

hukum perjanjian laut. Konvensi Hukum Laut ini menjelaskan hak serta
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kewajiban negara dalam pemanfaatan laut di dunia dan menetapkan panduan
untuk bisnis, lingkungan serta tata kelola sumber daya alam laut. Konvensi
disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional tentang

laut tahun 1958. UNCLOS (ponto soleman, 2016).

berlayar tanpa izin kamal yang an data primer penelitian ini.

F . Metode Penelitian

Penulis ini melakukan penelitian dengan memakai metode penelitian, sebagai

berikut:
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini terbagi menjadi penelitian hukum observasi atau penelitian
observasi. Mereka melakukan survei di tempat untuk memperoleh data primer

serta sekunder yang didapat dari responden lewat wawancara. Sedangkan dilihat

dari segi si 3 if,_analisis, yaitu dengan

‘ ‘H\‘Eu“ .9’ i teori hukum

2.

karimun. Hal ini
dilaksanak o AN ' . Pidana berlayar
tanpa izin
3. Popula

dimana memiliki
keunikan se penting untuk dapat
memilih dan pkat sebagai populasi
pastinya denga itan hubungan dengan
objek yang akan dit® tian ini yaitu hakim

Data yang dihimpun pada penelitian ini merupakan data sekunder, diantaranya:

a. Data Primer

Data asli merupakan data utama yang didapatkan dari narasumber ataupun

sampel penelitian. Data tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai
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Karimun. Yang paling penitng, data yang dimaksud diharuskan terkait dnegan topik
yang sedang diteliti. Pada penelitian ini digunakan sebagai data primernya yakni data

yang didapatkan langsung dari para responden melalui wawancara.

b. Data Sekunder

an kualitatif, yakni

logika untuk

diwawancarai hakim.

6. Analisis dan Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang didapatkan oleh penulis dari bahan hukum primer terhadap Penerapan
Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana berlayar tanpa izin No. 116/pid.sus/2020/PN

Tbk, tentang Pelanggaran Norma Hukum Pidana, sebagaimana terdapat dalam
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pelaksanaan sidang pengadilan Perkara nomor 116/pid.sus/2020/PN Tbk, Penulis
kemudian mengolah dan memperkenalkan serangkaian kalimat yang rinci serta jelas.
Selanjutnya berdiskusi dengan melihat literatur, teori hukum serta data yang lin dan

membandingkannya dengan pandangan para ahli hukum.

Upaya penulig akik kesimpulag pe lan ini didasarkan Metode

hal-hal umum.
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Pelayaran

Nz

A dan politik serta
giatan pelayaran.

termasuk dalam

b 0 ELUEY

Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP)¥dan KUHD Buku Il, dimana pada Bab V
menjelaskan tentang perjanjian carter kapal, Buku Il Bab V A mengenai

pengangkutan barang, Buku 1l Bab VV B mengenai pengangkutan penumpang.
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Pada definisi pelayaran ini didalamnya tidak terkandung mengenai pelaksanaan
pelayaran yang berada dibawah kewenangan ABRI serta pemerintah. Ditinjau dari
definisi pelayaran pada pasal 1 angka 1 meliputi dua kegiatan yakni kegiatan ke

pelabuhan serta kegiatan angkutan di perairan. Dan juga dalam definisi pelayaran

IMO, vyang

amun, usaha untuk

amandemen diberlakukan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, kecuali ada
penolakan dari 1/3 jumlah negara anggota
atau 50 % dari pemilik tonnage yang ada di dunia. Hal tersebut selaras dengan

kecelakaan tanker yang terjadi secara beruntun pada 1976 dan 1977, sehingga, atas
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prakarsa Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, diadakan konperensi khusus yang
menganjurkan aturan tambahan terhadap SOLAS 1974 agar perlindungan terhadap
keselamatan maritim dapat menjadi lebih efektif. Selanjutnya, pada 1978, dikeluarkan

konvensi baru khusus untuk tanker yang dikenal dengan nama “Tanker Safety and

Pollution Prevepi ppurnaan dari SOLAS
a penambahan
aran perairan.

ang diberlakukan

September j@ritime Distress and
Safety 1990
adalah merupaka ahe sar yar an_IN gdalsistem komunikasi

Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pelayaran adalah sebagai berikut:
a. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan,
kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.

b. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan

dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk dengan kendaraan yang
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berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
c. Perairan adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan

pedalaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. 1960

penumpang

keselamatan

menentukan posisi atau halun kapal serta memberitahukan bahaya atau rintangan
pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
g. Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran pengiriman atau penerimaan

tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem

kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak
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pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
h. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi,
konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air yang bersifat khusus(JViana I R br

Barus*, Paramita Prananingtyas, 2017; N, 2015).

Sedan elaskan jika alat

yang dimaksi g dimaksud, akan
tetapi digun effientara itu bagian
kapal yang digfak dengan kerangka

kapal. (H.M.

ayat (3) KUHD yang intinya menyajikan bahwa mesin kapal dapat dikategorikan
dalam kelompok alat perkakas kapal, karena jika mesin tersebut diangkat, kapal

tidak akan rusak. Kemudian pada pasal 310 KUHD memberikan penjelasan
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mengenai definisi kapal laut yaitu: “kapal laut adalah semua kapal yang dipakai

untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu”.

HMN. Purwosutjipto mengemukakan jika agar dapat melihat kapal yang

dimaksud dapat dikelompokkan menjadi kapal laut ataukan tidak, tak akan bisa jika

akhirnya : |_untuk pelayara i apall seperti itu berat

untuk dike

Sehingga' 3 apat _menge okkan ka at fapat berpedoman

pada kualifikas : ‘ 2bagai kapal apa.

permukaan air, serta alat apung dam@angunan terapung yang tidak berpindah-

pindah”.

4. Pelabuhan
Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan bahwa pelayaran juga berhubungan

erat dengan kegiatan kepelabuhan. Terkait definisi kepelabuhan ini tercantum dalam
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pasal 1 angka 14 UUP yakni kepelabuhan merupakan keseluruhan yang terkait
dengan fungsi pelabuhan dalam melaksanakan lalu lintas kapan, agar kapal maupun
penumpang dapat lancar, aman, serta tertib dalam melintasi lau. Penumpang maupun

barang juga perlu memperhatikan keselamatan serta keamanan pelayaran, tepat

i nasional didalam tata

Mp3 ﬂi edudukan hukum

kapal dengan berat isi kotor tidak lebih GT 7. Kemudian kapal yang sudah diamati
pengukurannya, segera didaftarkan di Dirjen Perhubungan Laut, dan pendaftaran

dilaksanakan oleh pejabat yang mendaftar maupun yang mencatat batik nama kapal
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(pasal 159 ayat (2) UUP ). Pendaftarannya melalui kantor Syahbandar di daerah

setempat.

Kapal yang sudah didaftarkan mengalami perubahan status hukum yang awalnya

benda bergerak menjadi benda tetap. Maka dari itu_kepada kapal dapat dibebani

atas kapal K€ angere ada ta ng palitu, bisa dikenai

hipotik. JikesKay ukti sude eflerima surat tanda
pendaftaranisSer: a pa g < affyakni tanda yang
diterapkan difbg ap ang bisa d he agilluar dengan tanda
adanya besi
Makna dari

huruf yang terdiri

A tonase kotor, serta

memperoleh kebangsaan, yakni:

1. Surat Laut.

Surat laut diperuntukkan bagi kapal laut memiliki muatan kotor sejumlah 500 m:
(GT 175) ataupun lebih, dan tidak termasuk kapal pesiar ataupun kapal nelayan. Surat

ini dikeluarkan oleh MenHub RI untuk jangka waktu yang tak tetap.
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2. Pas kapal

Pas kapal dibagi menjadi dua, yakni:

e Pas besar, diperuntukkan bagi kapal memiliki muatan kotor sejumlah 20

Surat la tara ser G aran, dikeluarkan
oleh Menhu bagi kapal yang

dibangun ataup nd : ' memberikan tanda

UUP).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sertifikat akan diberikan jika
kapal telah memenuhi syarat-syarat kelaiklautan. Direktorat jenderal Perhubungan
Laut (Ditjen La) merupakan Instansi di Indonesia yang mengemukakan kapal laik

laut. Kapal baru bisa berlayar (masuk ataupun meninggalkan pelabuhan) setelah

31



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

syahbandar tuntas mengecek seluruh persyaratan meliputi surat-surat kapal serta
sertifikat-sertifikat, yang menunjukkan bahwa kapal tersebut laikkan laut. Mengacu
pada hal tersebut, maka Dirjen Perhubungan Laut akan menerbitkan Surat Ijin

Berlayar (S.1.B). Dan apabila setelah diberikan SIB suatu kapal belum melakukan

gfapkan SIB tidak aktif
‘1-?\“ .¢0 asa berlakunya
g kapal, sebab

dikhawati Seépanjang jang : 3 a di cek seluruh
surat-surat e ang dibawanya,
sewaktu-wg menambah total

beban bara ya hal ini dapat

ALEN]

umpang ataupun

£l s L0

International Convention on Safety of Cife at Sea 1974 (SOLAS Convention).
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6. Pengertian Kelaiklautan
Kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran,

menjelaskan “Kelaikan

atan keselamatan kapal,

N W

, yang intinya

suatu kesatuan

sebelumnya hanya berisi sejumlah 132 pasal.

Asas tentang pelayaran tercantum pada Pasal 2 UU No 17 Tahun 2008 jika

pelayaran dilaksanakan berlandaskan :

a. Asas persaingan sehat
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b. Asas keterpaduan

C. Asas manfaat
d. asas kemandirian
e. Asas kebangsaan

Meembangun jiwa kebaha

d. Mendorong, menopang serta menggerakkan pencapaian tujuan pembangunan
nasional;
e. Mewujudkan persaingan serta memajukan industri angkuran air nasioanl
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f. Mempercepat arus migrasi barang serta orang lewat perairan dengan
memprioritaskan serta menjaga angkutan yang ada di laut untuk melancarkan

aktivitas ekonomi masyarakat secara nasional.

Melihat dair UU No. 17 Tahun 2008 TentangPelayaran, yang mana intinya

pelayaran pagla | an : a bao gng memiliki bendera

Indonesia y

8. Jenis-J¢
Mengacl¥pa ( c ﬂ a jenis pelayaran

29 (3

eri”, “pelayaran luar

mengangkut barang maup antsia dengan tidak memperhitungkan arah
yang dilewati, satu serta lainnya, dengan memperhatikan syarat dan ketetapan
yang sudah ditetapkan.

2. Pelayaran Lokal, merupakan pelayaran yang dipakai dalam menjalankan

usaha untuk mengangkut barang maupun orang pada pelabuhan, yang
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difokuskan dalam membantu aktivitas pelayaran nasional serta pelayaran luar
negeri dengan menggunakan berbagai kapal dengan ukuran tidak melebihi
dari 500m?.

b. Pelayaran Luar Negeri

hlaksanakan pada berbagai

““ .&a‘ 300 mil laut

Angkutan penyeberanga

c. Angkutan laut

Sementara itu pada Pasal 7, jenis angkutan laut berkembang menjadi beberapa

pengelompokannya yaitu :
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a. Angkutan luar negeri
b. Angkutan dalam negeri

c. Angkutan laut pelayaran rakyat

d. Angkutan laut khusus

Kaitannya dengan pelaydre

s berada didalam

a provinsiyang ada

a ini, dapat dijelaskan mengenai adanya

Pelayaran Rakyat, yakni pelayaran yang memakai perahu ataupun kapal

rakyat, meliputi perahu-perahu layar, pinisi dan lain sebagainya. Pelayaran ini

memiliki jam operasi yang tidak menentu, maknanya tidak ada pembatasan
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wilayah lokal ataupun pantai lokal, tetapi boleh beroperasi dimanapun
diseluruh wilayah Indonesia
3. Pelayaran Samudera, adalah pelayaran yang bergerak berada didalam

perairan internasional, beroperasi dari negara satu ke negara lain. Berkaitan

ama dalam hal ketetapan-

‘ ‘ ‘ “1“‘ .a‘ ajjb memahami

1) Pelayaranite i , ada Ak 1Ilakukan dengan teratur

serta tetap, puti keda " L G (wilayah operasi),

2) Pelayaran tramp, adalah model usaha pelayaran bebas yang tak diikat dengan
berbagai ketetapan formal manapun. Kapal yang beroperasi pada pelayaran ini tak
memiliki trayek khusus. Sehingga kapal tersebut dapat berlalu lalang pada daerah

tertentu serta tidak harus mengangkut beban tertentu.
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7. Sistem Manajemen Perusahan Pelayaran

Menurut HM. Thamrin. AR (2015) menjelaskan terkait tanggung jawab
perusahaan pelayaran yang tercantum pada ISM code memiliki jangkauan luas,

sebagai berikut :

pencegahan Keg Ac ; an, . operasioRaldkapal yakni sebagai

berikut:

disebabkan pencemaran serta kecelakaan yang terjadi di laut;

4. Melindungi muatan barang yang diangkut serta konstruksi kapal.
B. Syahbandar

1. Tanggung Jawab Syahbandar
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab
Syahbandar Dalam Keamanan dan Keselamatan Pelayaran dan bagaimana Tugas

Syahbandar Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.

Berdasarkan penggunaan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa:

arena keamanan dan

sangatlalipe Seors ‘Banda 3 arlls juga memastikan

kesadara i jasa tra : pert an, pemilik kapal,

banyak (lebih kurang 200) yang meluas ke semua pelosok indonesia yang amat
luas dengan berbagai jarak yang relatif pendik antar satu pelabuhan dengan yang
lain serta tingkat fasilitas teknik yang keselamaatan pelyaran di laut, berhubungan
dengan berbagai kepentingna umum, dimana keselamatan penumpang dan segenap

harta bendanya wajib di pertanggungjawabkan, maka dibutuhkan monitoring serta
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pembinaan bagi maksud tersebut yang dilaksanakn oleh sebuagh lembaga
pemerintah yang dikneal dengan Kesyahbandaraan yang dpimpin oleh
syah syahbnadar. Mengacu pada pasal 1 butir (56) definisi syahbandar ialah

pejabat pemerintah di pelabuhan yang disahkan oleh Menteri serta mempunyai

ankan pemantauan atas

“
‘ m BH“‘ .*o meyakinkan

erluan umum, dan
jib untuk dapat
pemantauan yang

dengan nama

Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan bahwa “Syahbandar melaksanakan
fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan,
pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,

kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan”.
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan jika syahbandar
berfungsi pada berbagai hal, termasuk keamanan serta keselamatan pelayaran,
yang mana syahbandar berperan dalam menjalankan pemantauan, pelaksanaan,

serta penegakan hukum di pelabuhan dengan membantu penyelenggaraan

Undang-U g o 008,Unt Jiatdn pelayaran setiap
angkutan | : ‘mem . at@ll Berlabuh yang di

keluarkan h syahba ape ; perlabuh. Syahbandar

yang mengatur tentang peran dhbandar, tidak jarang juga Kita temui
beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang
syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui secara spesifik peran seorang syahbandar dalam

pelaksanaan kegiatan pelayaran angkutan laut di Indonesia berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan untuk mengetahui hubungan antara Syahbandar
dengan Biro Klasifikasi Indonesia dalam pengawasan pelayaran di Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library

research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

terdiri dari baha hbasil penelitian ini dapat

“ “nm““ .?e aligus  pejabat

2negakan hukum,

maupun mé dalam pelabuhan.

Syahbanda ngan sesuai Pasal

207 Undan s keselamatan dan

Syahbandar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap kapal yang
berlayar di perairan Indonesia tidak lepas dari kerjasama dengan Biro Klasifikasi
Indonesia. Dalam melakukan pengawasan, syahbandar mengambil alih dalam

pemeriksaan dokumen serta surat kapal (Manifest). Pengawasan dan pemeriksaan

yang dilakukan Biro Klasifikasi Indonesia meliputi pemeriksaan konstruksi kapal,
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lambung kapal, instalasi mesin, instalasi listrik serta keseluruhan perlengkapan yang
dipakai dalam pengoperasian kapal. Hasil uji klas dari Biro Klasifikasi Indonesia juga

menjadi acuan perusahaan asuransi untuk memberikan asurasi kapal.

Pada bagan alur tygas kegiatan Syahbandar dapat dilihat bahwa, sejumlah

O
QD
«Q
w
D
3
D
—
QD
=
>
<
Q

an, yaitu :

ANannN G,

jika terdapat hal —hal yang bersifat™g g0aran atau adanya kekurangan pada kapal,
maka surat ijin berlayar tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan
pelayaran diperintahkan untuk:

- Melengkapi kekurangan
- Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih
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- Meyelesaikan dokumen apabila tidak berlaku lagi

3. Fungsi Dan Tugas Kewenangan Syahbandar

Syahbandar yang menjadi pejabar paling tinggi di pelabuhan mempunyai

L3 e

).

-
eng
&
ﬂ’i
G
64

\=

207 dan Pasal 208. Pada pasal 209 yang intinya menyajikan bahwa Syahbandar

memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

a. Menjalankan sijil awak kapal

b. Mengeluarkan persetujuan mengenai aktivitas kapal di pelabuhan
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c. Menahan kapal atas perintah pengadilan
d. Mengelola segenap kegiatan pemerintahan di pelabuhan

e. Menyelenggarakan pemeriksaan kapal

f.  Menyimpan serta mengecek dokumen, warta kapal serta surat

nggung jawab
syahbanda Kan_tetapt . egakkan hukum
pada pela akuka : g8Cara tidak lansung

pada pasal e aitan dengs ) e Seplrti pada Pasal 348

petugas tersebut karena sudah diperiksa. Pasal ini menjelaskan jika petugas
pendaftara anak buah kapal adalah syah Bandar yang mempunyai tugas untuk
melaksanakan fungsi dengan menjamin kemanan serta keselamatan didalam angkutan

perairan ini.
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4. Memastikan Keselamatan kapal

Aulia Windyandari (2011) menjelaskan jika Indonesia ialah Kepulauan Maritim
yang mempunyai ciri tertentu didalam sistem transportasi laut, akan tetapi pada aspek

teknik serta ekonomi harus dipelajari lebih dalam, seRab usia kapal yang ada hingga

sertifikat. arus e g Ppengujian terlebih

dahulu.

Wiji¥Sak 013)mengen y_Keselapagitan pelayaran ialah

keseluruhan

kelaiklautan kepal alah merupaka apal yang sudah melakukan pemenuhan
pada syarat keselamatan kapal, melakukan pencegahan terjadinya pencemaran,
adanya awak kapal, garis muat, muatan sejhteranya awak kapal serta kesehatan

penumpang, manajemen keselamatan serta mencegah pencemaran kapal, status

47



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

hukum kapal, beserta dengan manajemen keamanan kapal dalam melakukan
pelayaran didalam perairan yang bersifat khusus.
Dalam menanggung keselamatan pelayaran yang dijadikan penyokong pada

lalu lintas kapal yang lancar, maka dibutuhkan awak kapal yang ahli, terampil, serta

memiliki  kemamg 3, dengan jabatan yang

‘ ‘ bh!“‘ .,@ acnjelaskan jika

melaksanakan

lewat dengan

ek

> a2t
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Melakukan pengoptimalan terfadap aktivitas untuk mengelola transportasi
laut untuk mewujudkan Keselamatan Pelayaran yang berkelanjutan;
5. Mengoptimalkan serta memfungsikan kembali Sarana dan Prasarana Navigasi

Pelayaran sesuai dengan karakter serta fungsi atas peralatan yang tersedia,

agar dapat mengusahakan pengembangan Keselamatan Pelayaran.
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C . Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

A. Pengertiang

implementasi

direksi fleksibel telah

dikontrol )ersonal. Apabila
dilihat da aktivitas dalam
menyelarask@g / pfietap serta tindakan
yang dijadike erang enje 2 all@pan akhir, dalam

mewujudk jkan ‘pemeliha ntraman didalam

Pada dasarnya di dalam pergaulan hidup manusia memiliki pemikiran khusus
tentang apa yang baik serta buruk. Berbagai pemikiran itu dapat terwujud dalam
berbagai pasangan tertentu, contohnya terdapat pasangan dengan nilai ketentraman,

pasangan nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi serta lainnya. Pada
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penegakan hukum pasangan dengan berbagai nilai itu harus diselaraskan. Pasangan
nilai yang diselaraskan itu membutuhkan uraian konkret sebab nilai umumnya
terbentuk abstrak. Penguraian dengan konkrit didalam pembentukan kaidah hukum,

yang kemungkinan mencantumkan perintah larangan ataupun kemungkinan lainnya.

Kaidah ini yang " a0 dalam menindaklanjuti

nilai yage ‘ ‘ \\\\“ ."

Peneg D 2RePtakan berbagai
kebolehanf§Y a id K I Kirah badan penyusun
UU yang ai pemikiran dari
pembuat h enegakan hukum
yang dima ki fungsi dalam
melindungi diharuskan untuk

dilaksanaka rapa 2 s g al, damai, namun

1. Kepastian Hukum (Rechtssic

Hukum wajib dijalankan serta ditegakkan. Semua orang yang menginginkan
adanya penetapan hukum untuk kejadian atau peristiwa konkrit. Bagaimana hukum

yang berlaku harus dijalankan, dan sejatinya tidak boleh melakukan penyimpangan:
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fiat justicia et pereat mundus (walaupun dunia runtuh, hukum tetap perlu

ditegakkan).

2. Manfaat (zweckmassigkeit)

Masyarakat meg akan hal bermanfaat pad A penegakan serta penerapan

4. penerapan serta

Jangan sampai

sebab 1; 2 di N8 ; A Ikan kecemasan
di masy JE
3. adilan (gere
g pengadilan  hukum
disoroti. Kal p : a dengan keadilan
tetapi huku ; emiliki sifat adil

v
sifat individualis ﬁ -
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Implementasi Penegakan Hukum Pidana Berlayar Tanpa Izin Dan Surat

Persetujuan Dari pandar Di Wilayah Huk Pengadilan Tanjung Balai

pelayaran Hampt alui * $Yahba @i wilayah hukum
pengadilanii&a r % 020/PN Thk, dalam

wawancara § < g me it _Mempertimbangkan

semua hal g ada fz g’ : n yang didapatkan
dari keterange

maka bisa diuktikan bah! ' gh Jmenjalankan tindak

penyidik, serta petugas penasihat hukum sudah mengerti karakter dari tindak pidana
pelayaran itu. Bentuk penegakan hukum atas pelaku tindak pidana pelayaran ini
adalah dengan penegakan hukum pidana yaitu penjatuhan pidana penjara serta pidana

denda.
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Dalam proses penegakan hukum di Indonesia setiap pihak memiliki tugas dan

peran dari adanya UU No 8 Tahun 1981 terkait hukum acara pidana, yaitu:

1. Pasal (1), penyidik yakni pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang mendapatkan kewenangan khusus oleh UU

€ gan oleh UU

san pengadilan

R\

i otoritas dari UU

ARhENy

(KUHAP), maka Pengadilan Negt Mg Balai Karimun berwenang memeriksa

serta mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHAP).

akhirnya dari tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti masuk dalam tindak

pidana, sehingga layak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dimata hukum.
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Pada tuntutan jaksa yang dari pihak penuntut umum yang pada intinya menunut agar

mejelis hakim memberikan keputusan, antara lain:

1. Mengumumkan bahwa terdakwa KAMAL Bin SIBA terbukti dalam

artian sah serta_menjamin bersalah melakukap pelayaran tanpa adanya SPB

4,
5.

'. rna biru dengan mesin
6. Melimpahkan kepada ‘ v pembayaran biaya perkara dengan

jumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
Berdasarkan fakta yang terkuak di persidangan majelis hakim menemukan jika
unsur telah terpenuhi bahwa pelaku melaksanakan perbuatan pidana pelayaran dalam

Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 terkait
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Pelayaran, jika unsur telah terpenuhi sehingga terdapat kata-kata dalam putusan
Nomor Perkara 116/Pid.Sus/2020/PN Tbk mengatakan bahwa dengan demikian
perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219

ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 terkait Pelayaran. Dengan demikian kualifikasi

mempertangguig N, Ye an Mkepadanya sehingga

konsekuensi ) ) jawab  tersebut

mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal

tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan.

Perkara tersebut dalam persidangan sudah mencukupi berbagai unsur pasal yang

menjadi dakwaan oleh pihak penuntut umum baik dakwaan itu merupakan dakwaan
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dalam bentuk alternatif. Sehingga pasal yang dikenakan kepada terdakwa aialah pasal
Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) tersebut diterangkan kepada diri terdakwa
tersebut, menyangkut beratnya pemidanaan dari terdakwa. dapat diliat dari hasil

keseluruhan persidangan dan terdakwa melakukan pengakuan aas penyesalan dan

pelayaran/pe ini juga meliha : iliki efek kolektif,

bahwa terda

masyarakat bisa melihat dari huk g terdakwa dapat dan juga menjadi efek
jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sejenisnya atau perbuatan

yang sama di kemudian hari.

Menurut analisa penulis penerapan hukum terhadap pelayaran oleh hakim

terhadap terdakwa bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah maka terdakwa wajib
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dijatuhkan pidana yang sesuai dengan tindakannya. Sesungguhnya tujuan serta
maksud semata-mata ialah untuk efek jera dan menangkal dijalankanya perbuatan
pidana baik oleh pelaku tersebut ataupun anggota masyarakat yang lain sebagai upaya

(preventif). Sehingga terdakwa layak untuk dipidana sebagai akibat dari ketidaktaatan

p_ terdakwa dibutuhkan

- Tindakan' sege el atka Jamgounya sendi-sendi

perekonom

dengan waktu terlama difapdmenjatuhkan putusan pengadilan

N LI =
yang mana mendapatkan daya P"sehingga harta atau pendapatan Para
Terdakwa diambil oleh Jaksa untuk mengganti total denda yang perlu dibayarkan dan

apabila tidak sanggup melunasi atau mencukupi diubah dengan hukuman penjara

dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
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B. Hambatan Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak

pidana berlayar Tanpa izin Dan surat Persetujuan Dari Syahbandar(SPB)

Dengan adanya penerapan UU No.17 tahun 2008 terkait aktivitas pelayaran yang

kerap memperoleh perkembangan dan selanjutnya dapat memberikan pengangkatan

bentuk a menyangkut

Dalam menj@le Ingsi keamanan se gadar memiliki tugas :

Memonitoring bongkar muat Darang yang berbahaya dan limbah dari barang
beracun serta berbahaya
8. Memonitoring pemasukan ulang bahan bakar;

9. Memonitoring regulasi embarkasi serta debarkasi pihak penumpang;

10. Memonitoring reklamasi serta upaya pengerukan
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11. Memonitoring aktivitas pengemabngan sarana pelabuhan;
12. Menjalankan bantuan upaya mencari serta menyelematkan;
13. Melaksanakan pencegahan pencemaran serta pemadaman kebakaran di

wilayah pelabuhan

14. Memonitogi

aran serta surat
yaran serta kapal
yang dinil ¢ ‘ 0 klasifik I kasus laik laut

menjadi kejadian

Bidang Perhubungan Laut kewajiban membuat rencana serta
menjalankan program, kepelabuhanan, panduan dan kebijakan teknis di bidang
pengendalian, monitoring aktivitas angkutan kelautan, serta penyokong keselamatan

aktivitas pelayaran.
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Sektor Perhubungan Laut memiliki fungsi :

1. Pengelolaan serta monitoring kegiatan operasional angkutan laut di wilayah

Daerah;

2. Pengelolaan serta monitoring aktivitas kepelabyhanan di area pelabuhan lokal,
iri atau DUKS yakni

3. pelayaran

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Penyeler érha e of: % ala®Dinas Perhubungan
si yang dijalankan.

Pada pasal U aran menyatakan bahwa

pelayaran dinilai sebag meliputi angkutan di wilayah

perairan, kepelabuhanan, keselamata ekuritas serta proteksi akan lingkungan
maritim. UU Nomor 17 tahun 2008 terkait Pelayaran dinyatakan pengesahannya
tertanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di kota
Jakarta. UU 17 tahun 2008 terkait Pelayaran dihadirkan dalam undang-undang sekitar

tanggal 7 Mei 2008 di daerah Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta. UU Nomor
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17 tahun 2008 terkait aktivitas Pelayaran diposisikan pada Lembaran NRI Tahun
2008 No. 64. Penjelasan Atas UU 17 tahun 2008 terkait Pelayaran ditempatkan pada

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Dalam kronologi Iemdakwa Kamal Bin Siba digmeja hijau telah menghadirkan

Deed Boat tanpa

Yamaha 1 X 75

rja Indonesia) illegal

Persetujuan Berlayar

2008 terkait urusan Pelayara ap Kapal / Speedboat memiliki kewajiban
mengantongi SPB yang diterbitkan syahbandar, hal ini diberlakukan untuk
setiap tipe dan ukuran kapal yang berlayar, dikecualikan untuk kapal perang

serta kapal Negara / kapal Pemerintah;
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Bahwa benar 1 (satu) unit Speed Boat tanpa nama berwarna biru dengan
mesin tempel dan merk Yamaha 1 X 75 PK yang di nahkodai oleh Terdakwa
ASRI Bin Muhammad yang berlayar dari Perairan Tanjung Pelepas Malaysia

dengan tujuan perairan Tanjung Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun

Karimun yang tidak memilikT Surat Persetujuan Berlayar (SBP) tersebut
termasuk wilayah perairan Tanjung Judah Kecamatan Moro Kabupaten
Karimun, dan hukum yang diberlakukan yakni berupa Negara Republik

Indonesia
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Setelah dilakukan penyidikan, penyelidikan, sampai ke persidangan para tki yang
dibawa berada dalam satu kapal dengan pelaku tidak terkena karena tidak ditemukan

barang bukti yang cukup, oleh karena itu dalam tuntutan jaksa hanya ada satu orang

pelaku dalam tindak pidana pelayaran ini.

yang dimana

harga tike terjangkau dan

murah.
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A.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

penjara

senilai

pidana tentang pelayaran serta kurang kesadaran masyarakat bahwa membuat
SPB sulit dan jika tidak ada uang pelicin maka tidak jadi dan ingin instan dan
sangat terjangkau dan murah.bila tidak membuat izin atau pun berlayar tanpa izin

tersebut.
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B. Saran
1. Diharapkan kepada penegak hukum, terhadap pelaku tindak pelanggaran
pelayaran merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2008 yang menjelaskan terkait

Pelayaran. seharusnya mengambil sikap yang tegas terhadap pelaku tindak

arakat lain dan tidak

an yang melanggar

sanksi penjara,
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LAMPIRAN |

Wawancara
Hari > Senin
Tanggal : 03 Januari 2022

Tempat : ilan Negeri Tanjung Balai Karimaun (Online)

Narasumber :

zin? Apakah disini

an Perkara Nomor

Menurut bapak apa yang perlUSdit@mbahkan agar tindak pidana SPB ini bisa

berkurang?
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
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